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NOMOR 8 TAHUN 2O1O

TENTANG
PERTANGG U NGJAWABAN PEIAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAH

TAHUN ANGGAR.AN 2OO9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) tJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daeralr menyampaikan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan
Keuangan yang telah'diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling larnbat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinraksud dalam huruf a, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungfawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar.rn 2OO9;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nonlor
3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688); sebagaimana telalr diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 3981);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42861;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, [anrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor l0Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negar;r Republik Indonesia Nomor a3B9);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penreriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Aa00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrencanaan PembanBUnan

Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor l-04, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a 21.);
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2.

3.
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10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran

lrJegara Ftepublik Indonesia Tahurr 2004 Ncmor 125, l-anr[:ahan Lembaran Ne gara
Republik Indonesia Nornor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter;lkhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 teniang Ferubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republil< Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a$Aa\;

Undang-Undarrg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan l(euangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ftepublik Indorresia
Tahun 2004 lilomor ]26, Tambaalran Lembaran Negara t{epublil<. indonesia Nomor
4a38);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 llonroi' 130, T;rnrbaahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah lrlomor 65 Tahun 200L tentang Pajak Daerah (Lembararr

Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 1LB, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a138);

1'4. Peraturan Pemerintah ftomor 66 Tahmn 2AO1- tentarrg F{etribusi Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomr J.19, Tarnbaharr l-enrbararr lle:gara
Republik Indonesia Nomor a139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Keduduran Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dervan Perwakilan i{a[iyat Daerah (l-ernbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 ruomoi 90, Tambahan Lenrbararr Negara

Republik lndonesia Nonnor 441,61sebagaimana telalr diubalr beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Per-ubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang l(edudukan Protokoler darr

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan flal<yat Daerah (Lembaran

llegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambralrari Lembaran Nergara

Republik Indonesia Nomor 47I2);

Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 te ntang Fengelolaon Keuarrgan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Flonror' 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik trrdonesia Nornor a502);

\7. Feraturan Pemerintah Nomor 74 Tahurr 2005 tentang 5tandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4503);

18. Peraturan Pernerintah lilomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l{omor L36, Tarnbahaii Lembaran I'lerg,ara

Republik Indonesia Nomor 457Aj;

Peraturan Pernerintah ttlonror 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnl:angan (Lembaran

Negara Republik Indonesia l-ahun 2005 [\lornor 1.37, Tarnbahan Lenrbaran Ne,gara

Republik Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem li"lformasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taliun 2005 fiornor J.38, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a576);

7I. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Talrun 2005 tentang Hit:ah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal'run 2005 Nonron 139, l ainbahan Lernbaran

FJegara Republik Indonesia Nomor 457-l\;

77. Peraturan Pemerintah lVornor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaair l(euangan Daeral'r

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor L40,'i'ambahan [-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

23. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang fedoman Penyusunan rjan

". Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nornor i-50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5B5);
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24. Peraturan Pemer.intalr .......



,'nretapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan darr

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintal'r Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451a);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tr-lntang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Penrerintah, Pemerintahan Daeralr Provinsi dan Pemerintafran

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor a7371;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarl uasa n Peratu ran Peru ndang-u ndanga n;

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu SungaiTengah Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RA!flAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAITENGAH

dan
BUPAN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUS$N:

PERATURAN DAEMH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

PertangSungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran
b. Neraca

c- Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan

kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milil< daerah/perusahaan daerah.

24.

25.

26.

77.

28.

29.

(1)

(2)

Laporan realisasi anggaran

2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan
b, Belanja

Surplus/defisit

Pembiayaan

- Penerimaan
- Pengeluaran

Pembfyaan Netto

Pasal 2

sebagaimana dimaksud dalan Pasal t huruf a tahun anggaran

Rp 488.781,.235.577,48

Rp 461.676.968.429,00
Rp 27.104.267.088,48

Rp 465.002.792.7L2,00

Rp 488.781.235.51,7,48

Rp 23.778.442.805,48

(2) Selisih anggaran .......

Rp

Rp

Rp 5.784.395.000,00
(5.784.395.0O0,00)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalan Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.23.778.442.8O5,48

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan seteJah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)



(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasf

Selisih lebih/(kurang)

Rp. (81.052.222.987,00) dengan

Rp 542.729.791.416,00
Rp 46I.676.968.429,OA
Rp (81.052.222.987,00)

Rp. 104.830,665.792,48

(77 .726.398.704,0O)
27.704.267.088,48

104.830.665.792,48

pembiayaan sejumlah

83.510.793.704,00

Rp 5.

Rp

784.395.000,00

sej u mla h Rp.(83.5 10.793.704,00)

Rp 71.726.398.704,00
Rp (5.784.395.000,00)

Rp (83.510.793.7O4,OO)

Desember Tahun 2009

1.4Q2.970.r$L.773,79
1.088.129.588,00

L.40 1..7 82.A 52. 785,7 8

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
dengan rincian sebagai berikut:
a. Su'rplus/defisitsetelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang) Rp

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan

Rp. (83.510.793.704.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubal Rp

b. Realisasi Rp

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
b. Realisasi

Selisi h lebih/( ku rane)

Pasal 4

Rp

Rp

(4)

Selisih lebih/(kurang) Rp (83.510.793.704,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. (5.78a.395.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah peruba Rp 5.784.395.000,00

Neraca sebagaimana

sebagai berikut :

a. Jumlah aset

dimaksud pada Pasal t huruf b per 31

b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah ekuitas dana

a. Saldo kas awal per l Januaritahun 2009
b. Arus kas dari aktivitas operasi
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
t. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009

Rp

Rp

Rp

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desembertahun 2OO9 sebagai berikut:

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

759.892.731.659,30
I59.762.676.771.,48

(132.149.313.843,00)
(5.784.395.000,00)

83.850.02i.,00
181.205.5 48.948,78

Pasal 6
Catatan atas laporarl keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d tahun anggaran 2009
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal T

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran l. : Laporan'realibasi anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

: Rincian laporart realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

: Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampirafr 1.4

Lampiran 1.5



Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran 1.11

Lampiran 1.12

b. Lampiran ll
c. Lampiran flf
d. Lampiran lV

Diundangkan di Earabai
pada tanggal 7 Oktober 2010

Daftar pautang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Neraca
Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini ;

b. lkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum
dalam Lampiran Vl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal9
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Huf u SungaiTengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 7 Oktober 2010

SUNGAI TENGAH,

6LHS
trl _lE

KRETARIS DAERAH

ULU SUNGAI TENGAH,

RAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

rAHUN ZOTO NOMOR 08


